
Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA PALEMBANG 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WAUKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
terutama dibidang Pengadaan Barang/Jasa, periu dilakukan upaya­
upaya perbaikan dalam proses dan mekanismenya sehingga menjadi 
lebih terpadu, efektif, efrsien dan transparan; 

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa se6agaimana 
dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketenluan Pasal 14 Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, periu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barangf Jasa di 
lingkungan Pemerintah Kota Palembang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan hurur b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang 
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerint:ah Ko-ta Palembang. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
lingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republlk lndo~ia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-uliclang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890): 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



7. Undang,undang Nomor fO Tahun 2004 lenlang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (l embaran Negara Republik Indonesia 
'tahun 2004 Nomor 53, Tamoahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

8. ,Undang-Un·dang Nomor 32 Tahuri 2004 tentarjg Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembarali Negara Republlk Indonesia NQmor 
4437);sebagaimana telah diuba.h beberapa kali, lerakliir dengan 
Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua alas 
,Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang,Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah 
.(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor :126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44-38); 

10. P.eraluran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa konslrul<si (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 
Nomor S<i, Tambahan Lem6a(an Negara Republik Indonesia Nomor 
3956); . 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 t~ntang Pengelolaan 
Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lem6aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagairnana te.lah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republfk Indonesia Nomor 4855); 

12. Peraturan Pemerintah Nomo'r 38 tahun 2007 tenlang Pembag!an 
Urus,an Pemerintahan Anlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pem~rintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarao 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Norhor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tenta.ng 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang 
Pedoman Penyediaan Keuangan Daerah sebagalmana telah di ubah 
dengan Perat.uran rv,enteri Da!am Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 lentang 
Pedoman Teknis Pengel.olaan Bar.ang Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota patembang Nomor ,5 Tahun 2008 .tentang 
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Da.erah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kota palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Palembang dan Staf Ahli Walil<ota ( Lembaran, Daerah K9ta Palembang 
Tahun 2008 Nomor 8). 
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Mene pkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN 
UNIT LAYANAN PENGADAAN (l:JLP) BARANG/JASA PEMERINTAH 
KOTA PALEMBANG. 

SABI 
KETENTVAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan rni yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembangj 

3. Walikota adalah Walikota Palembang; 

4. Satuan Kerja Perangkat Daenah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
Perangkat Pemerintah Kota Palembang yang menggunakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanj~ Daerah; 

5. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP 
Pemerihlah kota Palembang ac(alah Unit kerja non struktural yang 
berfungsi untuk melaksanakan seluruh proses pengadaan barang/jasa 
dilingkungan Pemerinlah Kola Palembang secara terpadu dan 
terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang­
undangan yang berlaku; 

6. Pengadaan barang{jasa pemerintah adalah Kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa yang •dibiayai de11gan APBD, baik yang dilaksanakan 
secara Swakelola maupun oleh Penyedia Barang/Ja!}3; 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau Pe]abat 
yang pada institusi lain pengguna APBO; 

8. Kuasa Pengguna Anggaran yahg selan]utnya disebut KPA adalah 
Pejabat yang di tetapkan oleh 1Kepala Daerah untuk menggunakan 
APBO; . 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 
Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa; 

10. Penyedia Barang/Jasa adalah B.adan usaha atau orang perseorangan 
yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa; 

11. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk menetapkan 
l(epada Barang/Jasa yang akan di tunjuk untuk melaksanakan 
pekerjaan; 

12. Pejabat Pengadaan adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Kola 
Palembang yang memiliki sertffikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa 
yang melaksanakan Pengadaan ·earang/Jasa; 

13. Barang adalah setiap Benda tiaik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergeral<, yang dapat diperdagangkan, dipakai 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang; 

14. Pekerjaan Konstruksi adalah Seluruh pekerjaan yang berhubuhgan 
dengan pelaksanaan ko.nstruksi bangunan atau pembuatan wujud 
fisiknya; 
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15, Jasa konsu~ansl adalah Jas.a layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu dlberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya pola pikir (brainware); 

16. Jasa lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan yang 
mengutamakan keterampilan (Skl1/ware) dalam suatu slstem tata ke!ola 
yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesalkan suatu 
pekerjaan atau segala pekerjaan ;dan atau penyediaan jasa selain jasa 
konsultasi, pelaksanaan pekerjaah konstruksi dan pengadaan barang; 

17. Kelompok kerja pengadaan •yang selanjutnya diseb_ut Pokja adalah lim 
yang terolri atas pejabat fungsional pengadaan urituk bertlndak sebagai 
panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemifihan 
P~nyed!a Ba~ng/Jasa di dalam, ULP; 

18. Kelompok kerja pengadaan barang adalah Tim yang bertugas untuk 
melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di bidang pemasokan 
barang; 

19. Kelompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Tim yang 
bertugas untuk melaksan,1kan pemilihan penyedia layanan pekerja 
pelaksanaan konstroksi atau wujud fislk lainnya yang perencanaan 
l.eknis dan spesilikasi di telap~n PPK sesuai penugasan KPA dan 
proses serta pelaksanaannya di awasi oleh PPK; 

20. kelompok kerja pengadaan jasa konsultansi adalah Tim yang bertugas 
untuk melaksanakan pemilihan penyedia layanan jasa keahlian 
profesional jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi 
lainnya, dalam rangka mencapai ~saran tertentu yang keluarannya 
berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasart<an 
kerangka acuan kerja yang ditetapkan PPK sesuai.penugasan KPA; 

21 . Kelompok kerja pengadaan jasa lainnya adalah tim yang bertugas 
untuk melaksanakan, pernilih·an p·enyedia jasa selain jasa konsullansi 
jasa pemborongan dan pemasok barang; 

22. Sertifikasi keahlian Barang/Jas,a Pemerintah ad1:1lah Tanda bukti 
pengakuan alas kompetensi dan kernampuan profesi dibidang 
Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah y~ng rnerupakan persyaratan 
sese.orang untuk diangkat ~bagai pengguna barang{jasa at1:1u 
panitia/pejabat pengadaan; 

23. Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan· oleh 
ULP/Pejabat Pengadaan yang n1emual informasi dan ketentuan yang 
harus difaati oleh para pihak _dalam proses Pengadaan Barang/Jasa: 

24. Kontrak ada~h Perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia 
Barang/Jasa ata.u Pelaksana Sw13kelola: 

· 25. Surat Jaminan adalah Jamin,an tertulis yang dikeluarkan Bank 
umum/Leinbaga Keuangan lainnya y.ing diberikan oleh penyedla 
barang/jasa kepada Pengg_una Barang/Jasa untuk menjarnin 
terpenuhinya persyaratan/l<ewajiban Penyedia Barang/Jasa; 

26. Kemitraan adalah Kerja sama . usaha antara Penyedia Barang/Jasa 
dalam negeri rnaupun luar negeri yang masing,maslng pihak 
mempunyai hak, kewajlban dan tanggung jawab yang jelas, 
berdasarkan ke~pakalan bersama yang dituangkan dalam perjanjian 
tertulis; 
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27. Pakta integ~itas adalah Surat pe.rnyataa11 yang ditandatangani 
Oleh Pengguna Barang/Jasa/Panitia Pengadaan/Pejabat 
Pengadaan/Penyedia Barang/Jas,a yang beri~I lkrar untuk mencegah 
dan tidak melakukan Rorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam 
Pelaksanaan Pengadaan Barang./Jasa; 

28. Pelelangan umum adalah Metode Pemllihan Peny,edia Ba.rang/ 
Pekerjaan KonstruksVJ1;1sa lainnya untuk semua pek~rjaan yang dapat 
dlikuti oleh semua penyedia barang I pekerjaan konstruksi / jasa Jainnya 
yang memenuhi syarat; 

29. Pelelangan lerbatas adalah Metode Pemilihan Penyej:!ia Pek~rjaan 
Konstruksl ,untuk pekerjaan konstrliksl dengan jumlah penyedia yang 
mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang 
kompleks; 

30. Pelelangan sederhana adala,h Metode Pemilihan Penyedia 
Bai;ang/Ja~a lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tiliggi 
Rp. 200.0ei0.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

31. Pemilihan langsung adalah Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan 
Konstruksi untuk pekerjaan yang bemilai paling tinggi 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus J\Jt!l rupiah); · 

32. Seleksi umum adalah Metode Pemilihan Penyedia Jass Konsultansi 
untuk pekerjaan yang dapat 'dllkull oleh semua ~nyedia jasa 
konsultansi yang memenuhi syarat; 

33. Seleksi sederhana adalah Metode Pemillhan PenyedJa Ja·sa 
Konsultansi untuk jasa konsultansi yang bemilai paling tinggi 
Rp. 200.000.Q00,00 (dua ratus juta rupiah); 

34. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yang. pekerjaannya 
direncanakan, dikel'jakan dan/atau dl,awasl sendiri oleh SKPD sebagal 
penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau 
kelomppk masyarakat; 

35. e-Procurement adalah Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
yang proses pelaksanaannya dill:)kukan seca,ra elektronik berbasl~ web 
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunlkasl dan informa~1; 

36. Leya.nan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE 
adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem 
Pelayanan Pengadaan Barang/J<,lSa secara elektronik; 

37. Portal Pengadaan Nasional adalah Pintu gerbang sistem informasi 
elektronik yang ted<ait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa 
secara nasional yang di kelola oleh LKPP. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan' ini, dibentuk Uf)it Layanan Pengadaan Barang/~asa 
Pemerintah Kota Palembang yang ~larijutnya disebut ULP Pemenntah 
Kota Palembang. 
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BAB Ill 
TUjUAN 

Pasal 3 

ULP Pemerintah Kota pafembang qibentuk dengan tujuan : 

a. Membuat proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan 
Pemerintah Kota Palembang menjadi lebih terpadu, efektif dan 
efisien; 

b. Menjamin adanya kepastlan hukum dalam proses Pengadaan 
Barang/Jasa; 

c. Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan 
tug,1s pokok dan fungsi; 

d. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi Penyedia 
Barang/Jasa; · · 

e. Men1ngkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan pada masyarakat; 

f. Menunj;mg program pemerintah dal.am meningkat daya saing 
usaha; 

g. Menjamin pr<~ses pengadaan barang/jalla yang difakukan oleh 
aparatur yang profesional. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN TUGAS ULP 

Passi 4 

ULP Pemerintah kota Palembang I merupakan unit kerja di .lingkungan 
Pemerintah Kota Palembang be'rsifat · non struktural y~ng khusus 
menangani proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah 
kota palernbang dan melekat di Bagian Pembangunan S&kretariat Daerah 
Kota Palembang. · 

Pasal 5 

(1) Ruang Lingkup pelaksanaan tugas ULP Pemerintah Kata Palembang 
mellputl penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang 
dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan/seleksi. 

(2) Pengada.an barang{jasa dlluar ruang lingkup sebagalmana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakai'l oleh PejabaVPanitia Pengadaan 
,Barang/Jasa sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan yang berlaku. 

Pasal 6 

ULP Pemerintah Kota Palembang mempunyai tugas-sepagai berikut 
a. Metaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalul 

pelelangan/seleksi sarnpai dengan di tandatanganinya kontrak oleh 
PPK; 

b. Mernbual laporan mengenai proses dan hasif Pengadaan kepada 
PA/KPA/PPK dc1n/atau laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP 
kepada pejabat yang mengangkalnya; 

c. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa deng~n memanfaatkan 
teknologi lnfonnasi melalui 1-ayanan Pengadaan Secara Elektronik (e­
procuremenf); 

d. Melaksanakan penyebarluasan l!trategi, kebijakan, standar, sistern dan 
prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerlritah Daerah·; 

6 



e. Melaksanaka·n koordinasi dengan LKPP mengenai advokasi bidang 
pengadaan; 

f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Pengadaari 
Barang/Jasa; 

g. Menyiapkan den menyampalkan hasil monitoring dan evaluasi kepada 
LKPP; 

h. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan Sumber Daya Manusia 
Bidang Pengadaan; 

i. Mengembarigkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa; dan 

j. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan 
per,ipuan/pemal$uan dan pelanggaran lalnnya seperti yang di telapkan 
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ke 
dalam Daflar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP. 

BABIV 
·ORGANISASI 

Pasal 7 

(1) Susunan Organisasi ULP Pemerintah Kota Palemb?nQ terdlri dari : 
aKepala; 

b. Sekretariat 

c. Kelompok Kerja, Melipuli : 
1. Kelompok Kerja P~ngadaan Barang; 
2. Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi; 
3. Kelompok Kerja Jasa Konsullahsi; 
4. Kelompok K~rja Ja_sa Lainnya. 

(2) Bagan struktur organi5qsi ULP Pei:nerintah Kota Palembang 
sebagaimana tercantum dalam lamplran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan 'irii. 

Pa$8I 8 

(1) Kepala ULP Pemerintah Kola Paiembang sebagaimana dirr:iaksud 
dalan:i pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai lugas: 
a. Memimpin dan mengkoordinaslkan pelaksanaan kegiatan ULP 

Pemerintah Kota Palembang; 
b. Melegalisasikan penetapan pemenang oleh Pokja Pengadaan: 

c. Memberil<an pertanggungjaWaban atas pel_aksanaan kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; 

d. Membual laporan secara periodik alas hasn pelaksanaan 
pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP Pemerintah K<;ita 
Palembang kepada Walikota melalui Kepala Baglan Pembangunan 
Sekretarial Daerah Kofa Palembang. 

Pasal 9 

(1) Sekrelariat ULP Pemerintah Kola Palembang, sebagaimana di maksud 
dalam pasal 7 ayal (1) huruf b, di pimpin oleh seorang Sekretaris. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, lala 

persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga; 

b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan; 
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c. Menyediakan den memelihara sarana dan prasarana kantor; 

d. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam 
Pengadaan BaranglJasa; 

e. Menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan 
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa: 

f. Mensosialisasikan kel:iijakan dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; 

g. Menyediakan informasi P,engadaan Barang/Jasa kepada 
masyarakat; 

h. Menerima dan mengkoordinasikan penggaduan dan sanggahan 
yang disampalkan oleh masyarakat; 

I. Melakukan pemantauan dc1n evaluasi terhadap harga bell 
Barang/Jasa; dan 

J. Melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya 
pengadaan. 

Pasal 10 

(1) Susunan keanggotaan masi·ng-masing pokja berjumlah ganjll 
sekurang-kvrangnya 3 (tiga) orafi'g dan dapat ditambah sesuai dengan 
kompleksilas pekerj;:uin. 

(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal tugas: 

a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi 
pengadaan; 

b. Menyiapkan Dokumen Pengadaan; . ' 

c. Men~tapkah besaran nominal Jaminan ~nawatan; 

d. Mengumumkan petc1ksanaan , Pengadaan Barang/Jasa di websi~ 
Pemerintah Kota Palembang dan papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam 
Portal Pengadaan Nasional: 

e. Menllai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau 
pascakualffil<asl; 

f. Melakukan evaluasi admihistrasl, teknis dan harga terhadap 
penawaran yang masuk; 

g. Menetapkan Penyedi8 Barang/Jasa untuk : 

1') Pelelangan atau Penunjul(an Langsung unt.uk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan KonstruksVJasa lainnya yang bemilai paling 
tinggi Rp 100.000.000.000,00 {Seratus milyar rupiah); atau 

2) Seleksi atau Penunjukan langsung untuk paket' Pengadaan Jasa 
Ko.nsultanJ1i yang bemilai' paling linggi Rp 10.000.000.000,00 
(Sepuluh milyar rupiah); 

h. Menjawab sanggahan; 

i. Meoyerahkah salinan Dokumen Pemillhan Penyedia Barang/Jasa 
kepada PPK melalui Kepala ULP; 

j. Menyimpan Dokumen aall Pemilihan Penyedia Barang/Jasa: 

k. Menetapkan pemenang; 

1. Membuat .laporan mengenai pr.oses dan hasil Pengadaan kepada 
PPK melalui Kepala ULP. 

m. Menandatangani Pakta lntegritas sebelum pelaksanaan Pengapaan 
Barang/Jasa dimulai. 
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BABV 
PENGANGKATAN PERANGKAT ULP 

Pasal 11 

(1) Pengangkatan Perangkat ULP Pemerintah Kola Palembang ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, ULP Pemerintah kota Palembang 
dapat dibantu oleh tenaga ahli, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. 

Pasal 12 

Perangkat ULP Pemerintah kola 'Palembang sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 , diberikan tunjangan yang besamya disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah dan dltetapkan dengan Keputusan 
Walikota 

BABVI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Seluruh blaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas ULP 
Pemerintah kola Palembang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan den 
Belanja Daerah Kola Palembang. 

BAB VII 
TATAKERJA 

Pasal 14 

(1) ULP Pernerintah kota Palembang wajib berkoordinasi dan menjalin 
hubungan kerja dengan SKPD di lingkungan Pemerir\tah Kola 
Palembang. 

(2) Hubungan kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1), melipvti: 
a. Menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan 

pelaksanaan pengadaan; 
b. Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan 

kebutuhan dalarn rangka peny,esuaian persoalan yang dihadapi 
dalam pr.oses pengadaan: · . 

c. Memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD d.alar:n 
penyusunan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; 

d. Melaksanakan pedoman dan ~tunjuk penyediaan pelaksanaan 
pengadaan yang dilentukan ~leh Walikota. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 15 

(1) Dalam hal ULP Pemerintah Kota Palembang belum mampu melayanl 
kebutuhan pengadaan seluruh 1SKPD dilingkungan Pemerintah Kola 
Pa.lembang, sebagaimana diatur .dalam Peraturan inl, maka selama 
masa transisi PA/KPA dapat menetapkan panitia pengadaan untuk 
rnelaksanakan Pehgadaan Barang{Jasa sampai dengan tahun 
anggaran 2014 
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(2) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), memHiki 
persyaratan keanggotaan, tugas dan kewenangan sebagaimana 
persyaratan keanggolaan, Lugas pokok dan kewenangan pol<ja ULP. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Prosedur, mekanisme kerja dan hal-ha1 yang belum diatur dalam Peraturan 
inl, sepanjang m~ngenai teknis ~ksanaannya diatur l~blh ~njut oleh 
Walikota. 

Pasal17 

Peraturan ini mulai benaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan lni dengan penempatannya d.alarn Berita Daerah Kota 
Palembang. 

Ditclapkan di Palembang 
pada tanggal It JanUQrj 2011 
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